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Ade Syarpianti, (2020):  “Perencanaan Pegawai BNNP Riau dalam 
Menghadapi Pensiun”. 
 
Perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang meliputi 
rencana dan pelaksanaan, yang berkelanjutan. Perencanaan terhadap pegawai 
pensiun ini telah melakukan sebuah persiapan untuk kehidupan yang akan datang. 
Perencanaan pegawai dalam menghadapi masa pensiun dapat dilihat dari 
peningkatan semangat kerja dan menghabiskan sisa waktu pekerjaannya sebelum 
mengalami masa pensiun nanti. Pegawai BNNP Riau juga mengikuti pembinaan 
sebuah program kegiatan pelatihan untuk pegawai yang akan pensiun. Usia 
pensiun pada pegawai BNNP Riau untuk PNS adalah 58 tahun. Perumusan 
masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perencanaan 
Pegawai BNNP Riau dalam Menghadapi Pensiun. Tujuan dari penelitian yaitu 
untuk mengetahui perencanaan pegawai BNNP Riau dalam menghadapi pensiun. 
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid P2M (Pemberdayaan 
Masyarakat) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Berdasarkan hasil 
penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yaitu Pegawai Negeri Sipil di kantor 
Badan Narkotika Nasional ini yang berprofesi sebagai Kabid P2M (Pemberdayaan 
Masyarakat) sudah merencanakan keperluan-keperluan untuk masa yang akan 
datang, dan sudah menyediakan bekal seperti simpanan untuk berbagai kebutuhan, 
melakukan kegiatan jasmani, sudah memberikan sebuah dukungan terhadap 
keluarga, selalu merasa berfikir positif dengan kehidupan yang akan terjadi. 
Dengan menerapkan konsep perencanaan guna dapat memberikan gambaran oleh 















Ade Syarpianti, (2020) :  “ The Planning of the BNNP Riau Staffs for Their 
Retirement”. 
 
Planning is an ongoing process that includes sustainable planning and 
implementation. Planning for retired employees has been made for the preparation 
of life to come. Employee planning in facing retirement can be seen from their 
increase of spirit to spend the remaining time of work before experiencing 
retirement later. The BNNP Riau employees also participate in developing a 
training program for employees who are about to retire. The retirement age for the 
BNNP Riau employees is same as civil servants about 58 years. The formulation 
of the problem discussed in this study is How the BNNP Riau Employee Planning 
in Facing Retirement is. The purpose of this research is to know the planning of 
Riau BNNP employees in facing retirement. The author uses descriptive 
qualitative research methods using data collection techniques such as observation, 
interviews, and documentation. The informant in this study is the Head of the 
P2M (Community Empowerment) section at the National Narcotics Agency of 
Riau Province. Based on the results of the study, this thesis finds that the Civil 
Servant  in the office of the National Narcotics Agency as the Head of P2M 
(Community Empowerment) section  has planned needs for the future, and has 
provided provisions such as savings for various needs, carrying out physical 
activities and  has provided a support to the family. He also always feels positive 
thinking with the life that will happen. He applies the concept of planning so that 
he is able to provide an overview of  planning in preparation for retirement. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan pasti terdapat berbagai macam aktivitas manusia, 
manusia yang memiliki berbagai macam keanekaragaman seperti halnya pada 
kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu mengenai pekerjaan. Manusia bekerja 
karena manusia memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Seperti para 
pekerja yang rata-rata adalah seorang laki-laki yang ingin memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya dengan mencari nafkah. Di sebuah instansi 
pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ada terdapat 
seorang pegawai yang akan menghadapi pensiun untuk yang akan datang. 
Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah adalah seorang 
Kabid P2M (Pemberdayaan Masyarakat). Pegawai tersebut akan mengalami 
pensiun karena sudah tiba saat waktunya. 
Perencanaan terhadap pegawai pensiun ini telah melakukan sebuah 
persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan dialami 
oleh pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ketika akan 
menghadapi pensiun adalah beliau sudah menyediakan semua bekal untuk 
persiapan menjelang pensiun nanti. Rencana yang telah disiapkan oleh 
pegawai calon pensiun ini yaitu perencanaan untuk simpanan bekal kebutuhan 
untuk kehidupan yang akan terjadi, merasa kondisi Kesehatan lebih baik dan 
tidak memiliki penyakit apapun, pegawai BNNP Riau ini tidak merasa adanya 
post power syndrome terhadap dirinya sendiri dan selalu mendapatkan 




Perencanaan pegawai BNNP Riau dalam menghadapi masa pensiun 
dapat dilihat dari peningkatan semangat kerja dan menghabiskan sisa waktu 
pekerjaannya sebelum mengalami masa pensiun nanti. Di samping itu juga 
pegawai BNNP Riau juga mengikuti pembinaan sebuah program kegiatan 
                                                             




pelatihan untuk pegawai yang akan pensiun. Dan saat itu pegawai menerima 
peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah dan siap akan memasuki masa 
pensiun.  
Usia pensiun pada pegawai BNNP Riau untuk pegawai adalah 58 
tahun. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 
Pegawai BNNP Riau yang hendak memasuki masa pensiun akan siap 
mengalami pensiun nanti. Dalam menghadapi masa pensiun seorang pegawai 
tidak mengalami rasa kecemasan dan kehilangan kekuasaannya karena 
seorang pegawai harus siap menerima itu semua. Tidak ada rasa ketakutan 
yang dialami oleh para pegawai yang akan menghadapi masa pensiun yang 
paling utama yaitu dikarenakan kekhawatiran tidak dapatnya memenuhi 
kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan mengandalkan gaji pensiun, 
bahwasannya selain mengandalkan gaji pensiun pegawai tersebut sudah 
mengelola matang-matang tentang biaya untuk masa yang akan datang. 
Pegawai BNNP Riau yang memiliki tiga orang anak dan sudah berpendidikan 
semua.  
Dan seorang pegawai tersebut tidak memikirkan masalah pembiayaan 
terhadap anak-anaknya, karena di samping itu pegawai BNNP Riau sudah 
merasa aman dan lega terkait dengan keluarganya. Begitu pula juga terjadi di 
pegawai di BNNP (Badan Narkotika Nasional) Riau. BNNP Riau adalah suatu 
lembaga pemerintah non kementrian yang professional yang bergerak di 
bidang Pencegahan dan Pemberantasan. Pegawai BNNP Riau memiliki tingkat 
religiusitas yang cukup tinggi. Hidup sehat dan tentram memberikan kekuatan 
jiwa bagi seseorang untuk menghadapi tantangan dan cobaan hidup, 
memberikan bantuan moral dalam menghadapi krisis serta menimbulkan sikap 
rela menerima kenyataan. Dalam pandangan islam orang yang religius akan 
menyerahkan hidup dengan berbagai persoalannya kepada Allah yang 





                                                             




Selain itu juga kondisi kesehatan beliau mengalami baik-baik saja, dan 
tidak mempunyai penyakit apapun, dan beliau merasa sehat dan bugar 
walaupun beliau tidak muda lagi akan tetapi, beliau selalu menjaga 
kesehatanya. Karena beliau selama bekerja juga sering berolahraga, kegiatan 
jasmani ini di adakan di kantor BNNP Riau pada setiap hari jum’at. Sehingga 
semua pegawai PNS dan Honorer merasa sehat dengan kebugaran tubuh untuk 
di refresh. Karena selama yang di hadapi itu tugas pekerjaan bagi pegawai 
BNNP Riau tentu ada halnya semua pikiran di tenangkan dengan refresing.  
Pegawai BNNP Riau yang akan pensiun tidak lemas, apatis, depresif 
atau merasa serba salah dalam menghadapi hidup, akan tetapi beliau merasa 
puas dan tidak berputus asa. Atau beliau juga tidak pemarah, tidak gelisah, 
toleran terhadap orang lain, ramah dan  mudah bergaul dengan orang lain. 
Karena disini beliau menjabat dengan posisi menjadi Kabid P2M 
(Pemberdayaan Masyarakat) di kantor BNNP Riau. beliau merasa nyaman 
dengan posisi tersebut dan senang bekerja sama dengannya. Masalah pensiun 
bagi Pegawai BNNP Riau yang telah siap dalam hal mental dan telah mapan 
secara secara material apalagi yang didukung oleh isteri dan anak, mungkin 
tidak akan menjadi masalah yang berarti. Pegawai memiliki pemikiran yang 
terbuka dan dapat menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Pegawai 
juga beranggapan pensiun merupakan suatu hal yang memang harus dijalani, 
karena adanya pemikiran bahwa sudah sekian lama pegawai telah bekerja 
dengan menyumbangkan segenap tenaga, waktu dan pikirannya. maka dari itu 
ia berhak untuk mendapatkan waktu panjang untuk beristirahat. Disamping 
usia yang sudah tidak muda lagi hingga tidak berpengaruh terhadap kondisi 
fisiknya, pegawai merasa tiba waktunya untuk menikmati hari tua dari jerih 
payah setelah sekian lama bekerja.
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Masalah yang terjadi adalah bagi pegawai yang sudah siap sepenuhnya 
menghadapi pensiun. Kesiapan pegawai BNNP Riau diwujudkan dengan 
munculnya rasa bahagia, dan tidak khawatir dan tidak takut memikirkan hari-
hari setelah pensiun nantinya. Sebab dari kesiapan pegawai tersebut 
                                                             




dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain yaitu kondisi ekonomi yang sudah 
mapan, disertai dengan bisnis usaha yang dijalaninya, secara mental sudah 
siap menerima pensiun, merasa masih sehat dan mampu menerima sebagian 
gaji dari yang masih bekerja, penghasilan setelah pensiun berkurang dari gaji 
yang masih bekerja dan ditambah lagi dengan pengasilan bisnis usahanya, 
sehingga pegawai BNNP Riau dapat terkontrol dengan uangnya. dia sebagai 
satu-satunya tulang pungung keluarga dalam mencari kebutuhan keluarga dan 
isteri tidak bekerja. Perencanaan tersebut diwujudkan dengan adanya sikap 
menerima untuk dipensiunkan. Perilaku tersebut mencerminkan bahwa 




Firman Allah  dalam Qur’an Surah Al-Insyirah : 7  
 ْبَصناَف َتْغَرَف اَِذإَف ﴿٧﴾ 
Artinya : “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu  urusan), 




Ayat diatas menunjukkan seseorang yang telah bekerja (berkarir) 
untuk dapat bekerja dengan baik, menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik 
mungkin dan kemudian mengerjakan (melanjutkan) pekerjaan lainnya dengan 
terencana dan sebaik mungkin. 
Manusia tidak terlepas dari aktivitas bekerja. Ada orang yang bekerja 
untuk mencari uang, ada yang bekerja untuk mengisi waktu luang, ada pula 
yang bekerja untuk mencari identitas, dan sebagainya. Apapun alasan manusia 
bekerja, semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. kebutuhan manusia 
secara garis besar dapat dibagi atas kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa 
aman, kebutuhan dimiliki, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Alasan 
seseorang bekerja bisa memenuhi salah satu kebutuhan yang diutarakan oleh 
Abraham Maslow. Bila ditelusuri lebih jauh, suatu pekerjaan lebih berkaitan 
dengan kebutuhan psikologis seseorang dan bukan hanya berkaitan dengan 
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kebutuhan materi semata. Secara materi, orang bisa memenuhi kebutuhan 
sandang pangan melalui bekerja. Namun secara psikologis arti bekerja adalah 
menimbulkan rasa identitas, status, ataupun fungsi sosial.
6
 
Masa pensiun merupakan suatu masa putusnya hubungan kerja antara 
pegawai dengan instansi atau organisasi tempat bekerja, pada saat karyawan 
telah mencapai batas usia pensiun. Masa pensiun biasanya jatuh bertepatan 
dengan usia pertengahan (40-60 tahun) yang dinyatakan oleh para ahli sebagai 
masa krisis. Usia pensiun pegawai negeri di Indonesia menurut Undang-
Undang No.11 th 1961 adalah 50 (lima puluh) tahun, sedangkan batas usia 
pensiun pegawai negeri menurut Peraturan Pemerintah No.32 th 1979 adalah 
56 tahun atau lebih bagi pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu.
7
 
Suatu kondisi psikologis yang terjadi pada setiap pekerja yang 
mengalami dan merasa sudah tiba saatnya untuk berhenti bekerja (pensiun) 
tentu saja juga tidak sama. Pensiun oleh beberapa pekerja dapat dianggap 
sebagai suatu masa yang dinanti-nantikan, tetapi juga ada yang menganggap 
sebagai suatu masa yang mencemaskan, sehingga tidak tahu apa yang akan 
dilakukannya kelak apabila dirinya pensiun. Beberapa hal yang menyebabkan 
kecemasannya datang diantaranya adalah belum tahu apa yang akan 
dikerjakannya di rumah, penghasilan yang diterimanya akan menurun dari 
penghasilannya saat ini, kesempatan bertemu dengan teman-teman kerjanya 
sudah seperti terputus, bagi yang mempunyai jabatan sudah tidak akan 
menerima “perlakuan” istimewa lagi (seperti berbagai fasilitas yang 
dirasakannya saat masih bekerja), dll. Individu yang mengalami hal-hal 
demikian dapat dikatakan sedang mengalami Pos Power Syndrome, yaitu 
suatu sindroma kecemasan yang dialami oleh seseorang yang kehilangan 
kekuasaan (power) kehilangan kekuasaan (power).
8
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Fakta terkait dengan perkembangan (pertumbuhan) pensiun tersebut, 
terkait pula dengan beragama dinamika menjelang akhir karir seseorang yang 
kerap diwarnai dengan berbagai persoalan yan tidak jarang membawa pada 
situasi yang pelit, rumit dan berpotensi untuk mengacaukan kehidupan 
individu. Masalah yang dialami seperti, persoalan keseimbangan ekonomi, 
jaminan kesehatan, tempat tinggal dan jabatan (karir lanjutan) kerap 
menghampiri individu yang akan memasuki masa pensiun. Masalah-masalah 
tersebut dapat berakibat pada terjadinya keguncangan pada diri individu, 
seperti terjadinya post power syndrome (kondisi kejiwaan kepada orang 
kehilangan kekuasaan dan jabatan).
9
 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan berjudul “PERENCANAAN PEGAWAI BNNP RIAU 
DALAM MENGHADAPI PENSIUN” 
 
B. Penegasan Istilah 
Guna untuk tidak kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 
ini, maka penulis memberikan batasan dan penjelasan istilah-istilah yang 
sebagai berikut : 
1. Perencanaan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, 
cara perbuatan merencanakan (merancangkan).
10
 Perencanaan adalah 
fungsi dasar manajemen, karena instansi dan kontroling pun harus terlebih 
dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan yang 
ditunjukan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena 




Pegawai negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonsia, 
“Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan 
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dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintah, jadi 




Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” Pensiunan adalah 
karyawan yang sudah pensuin. Pensiun adalah tidak bekerja lagi masa 




C. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini adalah : 
a. Perasaan yang di alami pegawai BNNP Riau dalam menghadapi 
pensiun 
b. Perencanaan yang di atur oleh pegawai yg akan pensiun, agar tersedia 
untuk masa yang akan datang. 
2. Batasan Masalah 
Untuk memfokuskan penelitian ini maka penulis membatasi 
penelitian ini yakni melihat Perencanaan Pegawai BNNP Riau dalam 
Menghadapi Pensiun. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan uraian di atas maka penulis merumuskan 
masalah penelitian ”Bagaimana Perencanaan Pegawai BNNP Riau dalam 
Menghadapi Pensiun?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perencanaan Pegawai 
BNNP Riau dalam Menghadapi Pensiun. 
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2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai informasi bagi kita semua, khususnya pegawai BNN sebagai 
pengetahuan tentang Perencanaan Pegawai Pensiun. 
b. Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih gelar sarjana Strata Satu 
(S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN SUSKA RIAU 
 
E. Sistematika Penelitian 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Bab ini menjelaskan latar belakang, penegasan istilah, 
permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah), tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini berisi kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 
BAB III   :   METODOLOGI PENELITIAN 
  Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik 
pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM  
     Bab ini berisikan gambaran tentang BNNP Riau 
BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang 
diperoleh dari data observasi, wawancara dan dokumentasi di 
BNNP Riau. 
BAB VI :  PENUTUP 









A. Kajian Teori 
1. Pengertian Perencanaan 
Perencanaan adalah Mengambil keputusan sekarang untuk 
diterapkan dimasa yang akan datang.
14
 Perencanaan adalah perumusan 
tujuan usaha, prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, di dalamnya 
termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan 
akibat dari rencana terhadap kondisi yang akan datang. Perencanaan 
sebagai penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, 
bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Perencanaan merupakan suatu proses 




Perencanaan memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber 
yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan secara 
keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Mengevaluasi 
berbagai rencana alternative sebelum mengambil tindakan. Kemudian, 




Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah 
proses yang di mulai dari penetapan tujuan instansi, mentukan strategi 
untuk pencapaian tujuan tersebut serta menyeluruh, serta merumuskan 
sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan 
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Awal dari proses manajemen adalah perencanaan yang merupakan 
penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Terdapat 
beberapa jenis rencana yang dapat dibuat oleh suatu organisasi. Salah satu 
pendekatan manajemen yang memfokuskan yang memfokuskan pada 
tujuan adalah Management by Objective.Proses planning (perencanaan) 
merupakan langkah awal dari proses manajemen yang lainnya. Terdapat 
beberapa definisi tentang planning (perencanaan).  
Pendapat lain mengemukan definisi tentang adalah sebagai berikut. 
1. Planning adalah proses membandingkan, menilai, memilih alternative 
yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 
bersama. 
2. Planning adalah proses estimasi kemumgkinan yang akan datang, 
menilai kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kemungkinan itu. 
3. Planning adalah kegiatan yang berdasarkan intelegensi 
4. Planning adalah pengambilan keputusan untuk memilih berbagai 
kemungkinan yang ada. 
5. Planning adalah suatu proses yang rasional, dengan menggunakan 
fakta masa lalu dan dugaan masa depan untuk menggambarkan 
perkiraan masa yang akan datang.
18
 
a. Fungsi Perencanaan 
Pengertian di atas membawa kita kepada fungsi perencanaan 
dalam manajemen. Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa paling 
tidak ada empat fungsi dari perencanaan, yaitu perencanaan berfungsi 
sebagai arahan, perencanaan meminimalkan dampak dari perubahan, 
perencanaan meminimalkan pemberosan dan kesia-siaan, serta 
perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas.
19
 
1. Perencanaan sebagai pengarah 
Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih 
sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang 
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tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami 
konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan 
ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian 
dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi 
yang jelas dan terarah. Perencanaan dalam hal ini memegang 
fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi. 
2. Perencanaan sebagai meminimalkan ketidakpastian 
Pada dasarnya segala di dunia ini akan mengalamiperubahan. 
Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. 
Perubahan sering kali sesuai dengan apa yang kita perkirakan, akan 
tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita, sehungga 
menimbulkan ketidakpastian perusahaan. 
3. Perencanaan sebagai menimalisasi pemborosan sumber daya 
Perencanaan juga berfungsi sebagai menimalisasi pemborosan 
sumber daya organisasi yang di gunakan. Jika perencanaan 
dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan, 
dengan cara bagaimana penggunaannya, dan untuk penggunaan apa 
saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. 
4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas 
Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang 
harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam 
fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan 




b. Jenis-jenis Perencanaan  
Perencanaan mencakup banyak variasi depan atau jenis. 
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1. Visi (vision) 
Visi menggambarkan kondisi masa depan yang diwujudkan 
melalui pelaksanaan sejumlah misi. Visi organisasi sangat 
bergantung kepada pemimpin, bila pemimpin memiliki komitmen 
yang tinggi terhadap oraganisasi, maka segala bentuk kegiatan 
yang direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan dengan 
menentukan siapa pelaksana, mengapa harus melaksanakan 
melaksanakan mengapa hal itu penting, bagaimana merealisasikan 
janji kepada pelanggan dan pedoman perilaku yang mengatur, serta 
bagaimana berbuat. F. Gaffar menyebut visi sebagai daya pandang 
jauh ke depan, mendalam, dan luas yang merupakan daya piker 
abstrak serta memiliki kekuatan yang amal dahsyat, dapat 
menerobos segala batas-batas fisik, ruang, dan waktu. Oleh karena 
itu, visi digunakan sebagai kunci energy manusia, serta atribut 
pemimpin da pembuat kebijakan disini dapat dimaklumi bahwa visi 
menggambarkan cita-cita, idealism, aspirasi harapan mikro, makro, 
bahkan global. Maka untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan 
kebijakan baik pada tingkat kelembagaan, regional, maupun 
nasional. 
2. Misi (mission) 
Menurut Prasetyo dan Benedicta, di dalam misi produk dan jas 
yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani dan teknologi 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam 
pasar tersebut. Pertanyaan misi harus mampu menentukan 
kebutuhan apa yang dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki 
kebutuhan, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan 
tersebut dilakukan. Jadi disimpulkan bahwa misi adalah pernyataan 
tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya 
mewujudkan visi. Dalm operasionalnya orang berpedoman pada 




Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula 
memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. 
3. Tujuan 
Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan dengan sejelas-
jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh 
orang lain.tujuan yang diinginkan itu juga harus wajar, rasional, 
ideal, dan cukup menentang untuk diperjuangkan dan dapat dicapai 
oleh orang banyak. Tegasnya, tujuan yang diinginkan itu harus 
ditetapkan supaya perencanaan itu tidak mengambang. 
4. Strategi (strategi) 
Strategi pada hakikatnya merupakan interpretative planning 
yang dibuat dengan memperhitungkan rencana saingan. 
Penyusunan strategi didasarkan atas pemanfaatan keunggulan-
keunggulan dari pada saingan. Celah-velah kelemahan saingan 
harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita unggul 
dalam persaingan tersebut. Strategi yang dilaksanakan tidak boleh 
diketahui saingan agar tidak ada kontra startegi dari pihak-pihak 
saungan (top secret). 
5. Kebijakan (policy) 
Kebijakan adalah suatu jenis rencana yang memberikan 
bimbingan berpikir dan arah dalam pengambilan keputusan. Sering 
kali kebijakan merupakan peryntaan tidak tertulis dari manajer.  
Dengan kebijakan, rencana akan semakin baik dan manjer. 
Dengan kebijakan, rencana akan semakin baik dan menjuruskan 
daya piker dari pengambil keputusan kearah tujuan yang 
diinginkan. Kebijakan membatasi pengambilan keputusan dalam 
wilayah tertentu dan memastikan agar keputusan tersebut konsisten 
dan wilayah tertentu pada tujuan organisasi. Kebijakan memberi 
ruang pada insiatif dalam pengambilan keputusan, kebijakan umum 




6. Prosedur (procedur) 
Prosedur merupakan jenis rencana, karena prosedur 
menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan 
aktivitas masa depan. Prosedur benar-benar merupakan petunjuk 
untuk tindakan dan bukan cara berpikir. Prosedur memberikan 
detail tindakan, sehingga suatu aktivitas tertentu harus 
dilaksanakan. Biasanya prosedur dijelaskan secara kronologis. 
Prosedur yang bersifat umum berlaku untuk organisasi secara 
keseluruhan. Selanjutnya prosedur umum diturunkan ke prosedur 
yang lebih spesifik yang berlaku untuk bagian yang lebih kecil 
misalnya prosedur untuk divisi atau departemen. Prosedur 
merupakan penjelasan yang lebih rinci memperjelas langkah-
langkah yang akan dilakukan oleh laryawan. 
7. Peraturan (rule) 
Rule adalah rencana tentang peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan dan harus ditaati. Rule kadang-kadang timbul oleh 
prosedur tetapi keadaannya tidak sama. Perbedaannya, rule tidak 
menurut urutan-urutan sedangkan prosedur berdasarkan urutan. 
Persamaannya rule dan prosedur sama-sama memberikan 
bimbingan untuk bertindak yang baik.
22
 
c. Perencanaan Karir 
Perencanaan berarti proses, cara, perbuatan merencanakan 
(merancangkan). Sedangkan kata karier dapat diartikan dengan 
sejumlah posisi kerja yang dijabat seseorang selama siklus kehidupan 
pekerjaan sejak dari posisi paling bawah hingga posisi paling atas. 
Menurut Bernardin dan Russel karier adalah persepsi sikap pribadi dan 
perilaku seseorang yang terkait dengan aktivitas-aktivitas dan 
pengalaman-pengalaman dalam rentang perjalanan pekerjaan 
seseorang. Sedangkan perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang 
                                                             




ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu 
dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.
23
 
Perencanaan karir memungkinkan pensiunan untuk dapat 
mempertimbangkan bahwa dirinya harus memiliki jalur karir (Carrer 
path) yang jelas. Jalur karir ini berguna untuk menentukan arah 
kemajuan karir seseorang dalam bidang pekerjaannya. 
24
 
Jalur perencanaan ini dapat meliputi pilihan untuk bertahan 
pada spesialisasi dalam bidang, membuka peluang/pilihan diluar jalur 
karir asal atau sepenuhnya memutuskan untuk menikmati masa 
pensiun (waktu senggang). Perencanaan karir juga merupakan bagian 
terbaik dari usaha untuk penyesuaian diri dalam menghadapi pensiun. 
Karena, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara penyesuaian 
diri dengan kecemasan menghadapi pensiun. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan temuan bahwa semakin tinggi penyesuaian diri 
pegawai maka akan semakin rendah tingkat kecemasannya dalam 
menghadapi pensiun. Sebaliknya semakin rendah penyesuaian diri 
seorang pegawai maka semakin tinggi pula tingkat kecemasan yang 
dimilikinya dalam menghadapi masa pensiun. Selain faktor 
penyesuaian diri yang mempengaruhi kondisi menjelang pensiun, 
terdapaat faktor lain seperti kepuasa kerja dan pekerjaan, usia, 
kesehatan dan status sosial sebelum pensiun.
25
 
Perencanaan karier merupakan bagian yang sangat penting 
karena menentukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk 
manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan karier 
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1. Perencanaan Jenjang Jabatan/ Pangkat.  
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang karyawan dalam 
suatu rangkaian susunan organisasi. Dalam hal ini, baik jabatan 
struktural maupun jabatan fungsional, seperti peneliti, dokter, 
penasehat, yang memiliki jenjang karier masing-masing. Pangkat 
adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang karyawan 
atau pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan yang 
digunakan sebagai dasar penggajian. Semakin tinggi pangkat, 
semakin terbatas pula jumlah personel yang menduduki 
kepangkatan tersebut. 
2. Perencanaan Tujuan Organisasi  
Suatu organisasi atau perusahaan mutlak harus mempunyai 
tujuan yang jelas. Dengan demikian, tujuan-tujuan organisaai mulai 
dari tingkat teratas sampai dengan eselon-eselon di bawahnya akan 
menentukan jalur karier anggota organisasi. Disinilah kemampuan 
kepemimpinan akan diuji untuk dapat meniti jenjang karier. 
2. Pengertian Pegawai 
Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
menyebutkan bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam 
rangka susunan suatu satuan organisasi Negara. Jabatan dalam birokrasi 
pemerintah adalah jabatan karir yang berarti jabatan yang hanya bias 
diduduki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai negeri yang telah beralih 
status sebagai pegawai sipil. Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai 
jabatan karena mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Apabila hal ini 
diikuti, maka tidak akan ada seorang pun pegawai yang tidak mempunyai 
jabatan, apa pun jenis jabatannya. Penempatan pegawai negeri sipil dalam 
jabatan dilaksankan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 




jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, agama, ras, atau golongan. Dalam hal pengangkatan pada jabatan 
structural diatur oleh kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 100 




3. Pengertian Pensiun 
Pada umumnya masa pensiun pada umur 56 tahun. Namun bagi 
penjabat struktural eselon II ke atas ada pada pengecualian, yaitu dapat 
diperpanjang dua kali dua tahun apabila memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Peraturan 
Nomor 13 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 
tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pensiun 
diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa 
pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. 
Pengaturan pensiun bagi PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun 
Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
28
 
Ada dua macam jenis pensiun, yaitu pensiun dini dan pensiun 
reguker, semuanya membutuhkan suatu perencanaan dan persiapan. 
Banyak penelitian yang menghasilkan data bahwa setiap pensiun pasti 
akan membawa dampak pada individu yang mengalaminya, baik dampak 
psikologis, sosial, ekonomi, dll. Sehingga berbagai perencanaan dan 
persiapan yang perlu dilakukan adalah juga mencakup aspek-aspek 
tersebut. Tanpa ada suatu perencanaan dan persiapan, pensiun dapat 
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4. Perencanaan Pegawai Pensiun 
Adanya suatu pemikiran dan tindakan yang perlu dipersiapkan dan 
direncanakan secara matang bagi seorang pekerja untuk menghadapi masa 
pensiun ini. Sehingga dapat terhindar dari kecemasan yang 
berkepanjangan yang dapat mengganggu kehidupan selanjutnya yang 
idealnya klimaks itu happy end. Untuk itu pihak manajemen suatu instansi 
perlu memberi bekal cara-cara mempersiapkan dan merencanakan bagi 
para pekerjaannya yang sudah memasuki masa persiapan pensiun (MPP).
30
 
Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah: 
a. Mensosialisasikan tentang apa tujuan instansi menerapkan masa 
pensiun bagi pegawai 
b. Memberikan gambaran tentang apa saja hak-hak dan kewajiban yang 
masih melekat kepadanya 
c. Melakukan deteksi akan bagaimana perasaan,apa kebutuhan, keinginan 
dan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pekerja yang 
memasuki masa pensiun. 
Sedangkan manfaatnya adalah 
a. Peserta memahami tujuan dan alasan suatu instansi menerapkan masa 
pensiun bagi pegawai 
b. Peserta menjadi mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang masik 
melekat kepadanya setelah pensiun 
c. Menambah wacana tentang bagaimana perasaan, dan apa saja 
sebenarnya kebutuhan. Keinginan dan rencana kegiatan yang akan 
dilakukan oleh pekerja yang memasuki masa pensiun.
31
 
Pensiun bukanlah suatu tahap atau stase datang dengan tiba-tiba, 
melainkan suatu tahap yang telah melalui proses dengan berbagai fase. 
Proses dalam menuju pensiun itu, banyak yang masih kurang mengerti dan 
menggetahui bagaimana proses pensiun itu. Proses yang terjadi beserta 
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stase-stasenya, tidak mutlak dialami oleh setiap individu, melainkan 
tergantung pada diri individu itu sendiri. Kecuali itu, setiap stase yang 
dialami oleh individu tidak selalu berurutan, dapat melompat, idealnya, 
sebelum individu memasuki masa pensiun telah memahami dan mengerti 
bagaimana menyikapi pensiun, apa itu kebijakan pensiun dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi keputusan pensiun. Sebagai pelengkap wawasan, 
berikut yang mengemukakan beberapa stase dalam masa menjelang 
pensiun dan masa pensiun itu sendiri, yaitu :
32
 
1. Stase Pra-Pensiun 
Stase ini dibagi menjadi dua, yaitu remote stage (jangka 
panjang) dan near stage (jangka pendek). Stase ini sering kali 
disiapkan dengan program masa persiapan pensiun (pre-retirement) 
yang menuntut peran serta aktif dari individu yang hendak pensiun dan 
keluarganya, sehingga individu dan keluarganya akan benar-benar siap 
saat masa pensiunnya tiba. Predictor utama terhadap sikap pada 
pensiun yang paling sering dipergunakan adalah kesehatan fisik dan 
penghasilan. 
2. Stase Honeymoon 
Merupakan stase pertama saat individu benar-benar memasuki 
masa pensiun, seringkali ditandai dengan rasa euphoria yang muncul 
karena merasakan adanya suatu kebebasan baru. Stase ini panjang 
pendeknya ditentukan oleh individunya serta bagaimana 
memanfaatnya. 
3. Stase Disengagement (stase yang tidak menyenangkan) 
Stase ini dikatakan juga sebagai suatu stase pelepasan.pada 
stase ini (terutama pada individu yang pernah menduduki jabatan yang 
tinggi) cenderung mengalami post power syndrome, dan tingkat 
kedalam stase ini terkait dengan menurunnya kondisi kesehatan, 
keterbatasan finansial, dan kurang mengerti akan kondisi dirinya 
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sendiri. Individu sering mengalami gangguan-gangguan dalam 
hubungan persahabatan (relationship). 
4. Stase Re-Orientation 
Individu yang memasuki masa pensiun dan tidak pernah 
mendapatkan banyak batu sandungan atau hambatan, perlu melakukan 
re-orientasi ini banyak pensiuanan yang mampu berperan aktif dalam 
berbagai kegiatan, sehingga dapat saling membantu dengan pensiunan 
lainnya secara formsl maupun informal, misalnya dengan adanya 
organsasi retired senior volunteer programe (program sukarela 
pensiunan senior). 
5. Stase Stabilitas 
Istilah stabilitas dalam hal ini diartikan dengan keajegan 
kriteria atas keberhasilan individu dalam menghadapi perubahan yang 
terjadi. Stase ini dicapai oleh individu yang sudah mampu menetapkan 
pilihan (pilihan) apa yang akan dikerjakan atau dilakukan pada saat 
dirinya pensiun, diikuti dengan pelaksanaan atas pilihannya dan 
mampu menikmati kehidupan dan performansinya. 
6. Stase Terminasi 
Stase ini terjadi pada pensiunan yang disebabkan oleh sakit dan 
ketidakberdayaan atau ketidakmampuannya karena kondisi usia lanjut. 
Terjadi suatu peralihan peran ke invidu yang sakit dan tidak mampu 
melakukan apa-apa lagi, kondisi terjadi tergantung pada kondisi fisik 
dan otonomi diri invidu. 
Faktor-faktor yang dianggap berhubungan dengan stress pada 
pensiunan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 
faktor kesehatan, penghasilan dan pensiun yang tidak diharapkan. 
Faktor unik yang berhubungan dengan stress pensiun adalah dalam hal 
hubungan perkawinan yang oleh karenanya disebut dengan the 
husband underfoot syndrome yang kebanyakan malah menyerang 
kaum istri sang pensiunan.
33
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Menurut Apsari dan Susilo mengungkapkan bahwa program 




a. Perencanaan Ekonomi 
- Meliputi persiapan adanya income baru melalui kemampuan 
kewirausahaan serta tata kelola keuangan dalam keluarga. 
- Masa pensiun yang sedang atau akan dijalankan sangat 
membutuhkan strategi dalam mengelola keuangan. 
b. Perencanaan Psikologis 
- Meliputi persiapan mental menghadapi masa transasi pensiun 
yang terjadi banyak perubahan. 
- Kesiapan akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang 
terjadi saat pensiun benar-benar telah tiba. 
c. Perencanaan Sosial 
- Berkait dengan membangun dukungan sosial (termasuk 
keluarga dan lingkungan saat menghadapi pensiun). 
- Anggota keluarga harus siap dengan situasi baru ini. 
d. Perencanaan Fisik 
- Persiapan kesehatan yaitu menjaga kesehatan dengan olah fisik 
yang tepat serta mengenali gangguan penyakit yang biasa 
dialami pada masa pensiun. 
- Kesiapan terkait kesehatan jasmani karena pada masa pensiun 
seseorang harus lebih memperhatikan lagi kesehatannya karena 
faktor usia yang sudah tidak muda. 
Turner dan Helms menjelaskan pensiun sebagai suatu akhir dari 
tugas suatu pekerjaan formal dan awal dari suatu peran baru dalam 
kehidupan, diantaranya berupa harapan perilaku selanjutnya dan 
bagaimana melakukan mendefinisi ulang (redefini) atas diri (self). Kedua 
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penjelasan tentang pensiun di atas sudah cukup mewakili untuk mengerti 
apa itu sebenarnya pensiun, yang dapat disimpulkan sebagai suatu akhir 
dari tugas satu yang sifatnya formal untuk kemudian mengahadapi tugas 
berikutnya. Ada dua macam jenis pensiun, yaitu pensiun dini dan pensiun 
reguler, semuanya membutuhkan suatu perencanaan dan persiapan. 
Banyak penelitian yang menhasilkan data bahwa setiap pensiun pasti akan 
membawa dampak pada individu yang menjalaninya, baik dampak 
psikologis, sosial, ekonomi. sehingga berbagai perencanaan dan persiapan 
yang perlu dilakukan adalah juga mencakup aspek-aspek tersebut. Tanpa 
ada suatu perencanaan dan persiapan, pensiun dapat menimbulkan suatu 
kondisi yang penuh tekanan/stress, sehingga penisun harus difahami 
secara proporsional dengan pemahaman secara baik dan benar terhadap 
faktor-faktor yang menyebabkan stressfull tersebut.  
Ada beberapa alasan mengapa individu dipensiun yang 
dikemukakan oleh Turner & Helms yang mendasarkan pada beberapa 
mitos atau stereotipe kuat di negara-negara Barat tentang pekerja lanjut 
usia, diantaranya adalah: 
a. Pekerja lanjut usia adalah pekerja yang lambat dalam bekerja, kurang 
(bahkan tidak dapat) memenuhi persyaratan standar produktivitas yang 
ditentukan perusahaan 
b. Pekerja lanjut usia terlalu sering tidak masuk kerja (absent) 
c. Pekerja lanjut usia secara fisik kurang dapat memenuhi kebutuhan 
perusahaan 
d. Pekerja lanjut usia banyak yang tidak fleksibel, sulit dilatih dan 
dikembangkan 
karena mereka sulit untuk dapat menerima perubahan 
e. Gaji pekerja lanjut usia akan menmbah beban perusahaan, yang 
rasionya 
sudah tidak realistis lagi dengan peningkatan kinerjanya.
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B. Kajian Terdahulu 
Kajian relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu, yang dipandang 
relevan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis saat ini, pentingnya 
memuat penelitian yang relevan yakni untuk menghindari terjadinya 
pengulangan penelitian pada permasalahan yang sama. Adapun penelitian 
yang terdahulu yang menurut penulis relevan dengan judul penelitian yang 
akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah: 
1. Skripsi dari Siti Nurina Hakim, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Perencanaan dan 
Persiapan Menghadapi Masa Pensiun”. Dalam penelitian ini peneliti 
menyimpulkan hasil dari seorang individu pada sektor pemerintahan 
maupun swasta pada saatnya nanti pasti akan mengalami suatu klimaks 
dalam pekerjaannya. Sementara pada skripsi ini, penulis lebih fokus pada 
perencanaan pegawai BNNP Riau dalam menghadapi pensiun. Persamaan 
pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perencanaan 
menghadapi pensiun. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Siti Nurina 
Hakim membahas tentang perencanaan dan persiapan menghadapi 
pensiun, sedangkan penelitian ini membahas tentang perencanaan pegawai 
BNNP Riau dalam menghadapi pensiun..
36
 
2. Skripsi dari Randi Muhammad Gumilang, Jurusan Pendidikan Islam, 
Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Perencanaan Karir Calon Pensiunan 
dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam di Yayasan Taman 
Siswa Jetis Yogyakarta”. Penelitian tersebut menggunakan metodologi 
yang sama (kualitatif), namun perbedaannya terletak pada aspek 
pengkajian yakni terkait dengan perencanaan para pegawai menjelang 
pensiun yang kerap diwarnai dengan berbagai persoalan yang tidak jarang 
membawa pada situasi yang rumit dan berpotensi untuk mengacaukan 
kehidupan individu. Sementara penulis lebih memfokuskan pada tujuan 
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perencanaan pegawai BNNP Riau dalam menghadapi pensiun. Persamaan 
pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perencanaan 
pensiun. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Randi Muhammad 
Gumilang membahas tentang perencanaan karir calon pensiunan dalam 
perspektif bimbingan dan konseling isla di yayasan taman siswa jetis 
yogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas tentang perencanaan 
pegawai BNNP Riau dalam menghadapi pensiun.
37
 
3. Skripsi dari Aulia Iskandarsyah, Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologis, 
Universitas Padjadjaran, dengan judul “Sikap Terhadap Pensiun, 
Perencanaan Pensiun, dan Kualitas Hidup Pada Karyawan dalam Masa 
Persiapan Pensiun”. Penelitian tersebut menggunakan metodologi 
(kuantitatif), namun perbedaannya terletak pada aspek pengkajian yakni  
adanya program pendampingan yang terstruktur sebagaimana  dilakukan 
pada mereka yang ada dalam usia produktif menjadi sangat penting, 
sehingga mereka bisa  memasuki masa pensiun dengan nyaman dan bisa  
mencapai visi dari pemerintah, yaitu untuk “Menjadikan Lanjut Usia 
Indonesia Sejahtera”. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama 
membahas tentang perencanaan pensiun. Perbedaan dalam penelitian ini 
adalah Aulia Iskandarsyah membahas tentang Sikap Terhadap Pensiun, 
Perencanaan Pensiun, dan Kualitas Hidup Pada Karyawan dalam Masa 
Persiapan Pensiun, sedangkan penelitian ini membahas tentang 
perencanaan pegawai BNNP Riau dalam menghadapi pensiun.
38
 
4. Skripsi dari Putu Diana Wulandari, Jutrusan Psikologi, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Udayana, dengan judul “Pengaruh Penerimaan 
Diri Pada Kondisi Pensiun dan Dukungan Sosial Terhadap Kecemasan 
Menghadapi Masa Pensiun Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten 
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Bandung”. Penelitian tersebut menggunakan Teknik pengambilan sample, 
Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan hasil dari Seseorang yang 
akan memasuki masa pensiun diharapkan mempersiapkan dirinya untuk 
menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Seseorang yang akan 
memasuki masa pensiun sangat membutuhkan dukungan dari orangorang 
di sekitarnya. Keluarga merupakan hal yang paling penting di antara 
dukungan sosial tersebut, karena keluarga merupakan lingkungan yang 
paling dekat dengan individu. Persamaan pada penelitian ini adalah 
membahas tentang pensiun. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Putu 
Diana Wulandari membahas tentang Pengaruh Penerimaan Diri Pada 
Kondisi Pensiun dan Dukungan Sosial Terhadap Kecemasan Menghadapi 
Masa Pensiun Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bandung, 
sedangkan penelitian ini membahas tentang perencanaan pegawai BNNP 




C. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir adalah suatu metode konseptual tentang bagaimana 
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didentifikasikan sebagai 
masalah yang penting. Dalam penelitian ini melihat bagaimana perencanaan 
pegawai BNNP Riau dalam menghadapi pensiun. 
Perencanaan pegawai sangat diperlukan pada seseorang yang akan 
mengalami pensiun. Karena program pensiun yang di butuhkan oleh pegawai 
yaitu : 
1. Perencanaan Ekonomi 
Meliputi persiapan adanya income baru melalui kemampuan 
kewirausahaan serta tata kelola keuangan dalam keluarga. 
2. Perencanaan Psikologis 
Meliputi persiapan mental menghadapi masa transasi pensiun yang terjadi 
banyak perubahan. 
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3. Perencanaan Sosial 
Berkait dengan membangun dukungan sosial (termasuk keluarga dan 
lingkungan saat menghadapi pensiun). 
4. Perencanaan Fisik 
Persiapan kesehatan yaitu menjaga kesehatan dengan olah fisik yang tepat 
serta mengenali gangguan penyakit yang biasa dialami pada masa pensiun. 
Kesejahteraan pegawai dalam bentuk pensiun dapat dipandang sebagai 
hak pegawai, dan dapat dianggap sebagai penghasilan atau gaji yang 
ditangguhkan. Dan kesejahteraan tersebut untuk pegawai yang akan pensiun 
agar beristirahat dalam pekerjaannya dan lebih memfokuskan untuk lebih 



























A. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
 Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu 
pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini 
digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode 
kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. 
Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 
peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 




B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian survei lapangan yang dilaksanakan 
di BNNP Riau. dan waktu penelitian yang penulis lakukan mulai bulan 
Januari, Februari hingga selesai. 
 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang didapati dari sumber pertama baik 
individu atau perseorangan melalui penelitian di lapangan. Data tersebut 
diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari para pegawai 
pada Kantor BNNP Riau. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 
dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak 
atau intansi terkait dengan peneliti. 
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D. Informasi Penelitian 
Informasi penelitian adalah orang yang memberikan informasi, dengan 
pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.
41
 
Informan dalam penelitian ini adalah Kabid P2M (Pemberdayaan Masyarakat) 
di BNNP Riau. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data seperti : 
1. Dokumentasi 
Metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 
seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain 
sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya 
yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan 
seperti prasasti dan simbol-simbol. 
2. Wawancara 
Metode wawancara yaitu suatu metode yang dilakukan dengan 
mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya 
Jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interview) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan 
metode wawancara laangsung dengan subjek informan. 
3. Observasi 
Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 
adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 
instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau 
tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 
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Dalam penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa 
mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan 
pertimbangan kemudian penilaian kedalam suatu skala bertingkat..
42
 
Hasil observasi yang telah di lakukan bahwa penulis menggali sebuah 
informasi yang valid mengenai pegawai BNNP Riau yang akan menghadapi 
pensiun ini adalah dengan menggapai kesejahteraan. Agar hidup lebih tenang 





F. Validitas Data 
 Validitas data di dalam kualitatif berbeda dengan kuantitatif, jika 
kuantitatif menggunakan validitas dan reliabilitas, dalam penelitian kualitatif 
menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan 
kedalaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks 
dimana fenomena itu muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas fenomena 
yang diteliti kualitatif lahir untuk menangkap arti (Meaning) atau memahami 
gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai 
peristiwa observasi dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara 
mendalam. 
Adapun teknik keabsahan dalm penelitian ini menggunakan, yaitu : 
44
  
1. Ketekunan pengamatan 
Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan 
penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan 
dilapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang 
mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua 
pasca indra termasuk adalah pendengaran, perasaan dan insting peniliti. 
Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dilapangan, maka derajat 
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keabsahan data telah ditingkatkan pula. Dalam penelitian ini penulis 
meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku, 
dokumentasi yang berkenaan dengan upaya pegawai pensiun dalam 
menghadapi pensiun. 
2. Triangulasi 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau 
sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi dalam 
penelitian ini adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik triangulasi yang 
penulis lakukan yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan 
dengan data hasil wawancara. Mencocokan data observasi dengan data 
dokumentasi. . 
 
G. Teknik Analis Data 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kepada orang lain. 
Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut : 
1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 
membuat ikhtisar, dan membuat  indeksnya. 
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum BNNP Riau 
1. Profil BNNP Riau 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga 
pemerintah non kementrian yang professional yang bergerak di bidang 
Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang 
disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang  Badan Narkotika 
Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 
PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan 
wewenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang bertujuan meningkatkan 
daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat 




Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk 
oleh Gubernur Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah 
wakil Gubri Drs. H. Wan Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari 
dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan Harian yang mana dilantik 
pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu, anggaran BNP Riau 
dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada April 
2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi instansi vertikal dan 
berubah nama  menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. 
Dengan demikian, anggaran BNNP Riau dibebankan pada APBN. 
Anggaran turun pertama kali pada bulan Oktober 2011 yang ditujukan 
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untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara untuk anggaran 
program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni tahun 2012. Dari 2 
(dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau, baru 
2 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu ; 
a. BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011. 
b. BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013. 
Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota 




2. Tujuan BNNP Riau 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara umum 
tujuan dari BNNP Riau adalah untuk meningkatkan daya tangkal 
(imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau 
bersih dari penyalahgunaan dan langka dari peredaran gelap Narkoba. 
Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis Renstra BNN 
tahun 2010-2014. Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman 
pelaksanaan program dan kegiatan BNN Provinsi Riau yang 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan BNN Provinsi Riau.  
3. Manfaat BNNP Riau 
Dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan BNN Provinsi Riau 
dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Provinsi Riau 
dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau. Untuk mencapai hal tersebut, 
maka dirumuskanlah visi dan misi dari BNNP Riau. 
4. Kondisi Saat ini di BNNP Riau 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pelaksanaan 
tugasnya, memerlukan hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan 
pelaksanaan tugas tersebut sehingga visi dan misi dapat tercapai. 
Namun  pada kenyataannya, kondisi BNN Provinsi Riau saat ini dapat 
dikatakan masih kurang memadai untuk dapat mencapai kinerja yang 
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optimal.  Baik itu dari segi personil maupun sarana dan prasarana.  
Jumlah PNS/POLRI yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Riau di luar tenaga Honorer yang ada saat ini baru mencapai 
15,61% (32 orang) dari total kebutuhan tenaga stuktural dan staf 
berdasarkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) BNN RI. Dimana 
berdasarkan DSP BNN RI pegawai BNNP Riau adalah 211 (dua ratus 
sebelas) orang pegawai dengan rincian 1 (satu) orang Kepala BNNP 
Riau, 1 (satu) orang Kabag Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kabid (Esselon 
III) , 10 (sepuluh) orang Kasi (Esselon IV) dan 181 ( Seratus delapan 
puluh satu) orang staf/ pelaksana.  
Selain itu, beberapa kendala lain yang dihadapi oleh BNNP 
Riau adalah sebagai berikut, : 
a. Gedung kantor BNN Provinsi Riau hingga saat ini masih dalam 
status pinjaman dari Pemprov Riau. 
b. Kondisi gedung kantor juga  kurang layak (Terlampir). Dimana,  
BNNP Riau tidak memiliki ruang tahanan/sel, sehingga tahanan 
yang ditangkap oleh bidang pemberantasan harus di titipkan di 
ruang tahanan Polda Riau. (Foto Ruangan Terlampir). 
c. Terbatasnya Kendaraan operasional dan Alat pendukung kegiatan 
bidang yang ada di BNNP Riau (hanya memiliki 4 mobil untuk 
operasional). 
d. Terbatasnya Senjata Api yang dimiliki (1 Pucuk Handgun HK-P30 
dan 1 Pucuk Submachine gun HK-MP5) dan tidak adanya rompi 
anti peluru yang diperlukan untuk menunjang kinerja bidang 
pemberantasan dan upaya penegakan hukum. 
e. Belum tersedianya Balai Rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar 
Nasional di Provinsi Riau khususnya di BNNP Riau, sehingga 
pecandu dan penyalahguna yang memerlukan perawatan dan 




Kendala-kendala di atas tidak lantas menyurutkan semangat 
BNN Provinsi Riau untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan 
serba keterbatasan itulah BNN Provinsi Riau tetap semangat untuk 
meraih hasil kerja yang optimal dan dapat dipertangung jawabkan.
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5. Kondisi yang diharapkan di BNNP Riau 
Meski beberapa kendala dihadapi, BNN Provinsi Riau tetap 
melaksanakan program kerja dengan sungguh-sungguh dan 
mengupayakan semaksimal mungkin sehingga tujuan dari program 
kegiatan dapat tercapai. Namun tentunya BNN Provinsi Riau juga 
mengharapkan sebuah kondisi yang lebih baik untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan BNN Provinsi Riau sehingga 
pencapaian kinerja menjadi lebih maksimal, efektif dan efesien. 
Adapun kondisi yang diharapkan diantaranya adalah perbaikan gedung 
kantor BNN Provinsi Riau, penambahan personil yang berkompeten, 
dan juga penambahan sarana dan prasarana. Untuk mencapai hal 
tersebut, BNN Provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya untuk 
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, antara lain ; 
a. BNNP Riau sudah berusaha meminta bantuan personil dari BNN 
RI, Polda Riau dan Pemprov Riau untuk mengisi DSP yang masih 
kosong. Polda Riau telah membantu tambahan 4 (empat) orang 
Perwira Menengah (2 Orang berpangkat AKBP dan 2 Orang 
berpangkat Kompol) untuk diperbantukan di BNNP Riau dan 
mengisi jabatan yang masih kosong. Saat ini masih di proses oleh 
Biro Kepegawaian BNN-RI. 
b. Untuk kebutuhan pembangunan Kantor BNNP Riau, Rencana 
Tanah yang bakal di Hibahkan dari Pemprov Riau telah keluar 
Sertifikat dari BPN dengan No. 05.01.07.01.4.00055, namun belum 
dapat diajukan untuk pembangunan karena saat ini masih 
menunggu Surat Hibah Tanah dari Pemprov Riau. BNN Provinsi 
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Riau telah mengusahakan agar proses hibah tersebut dapat 




B. Visi dan Misi BNNP Riau 
a. Visi 
Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang profesional dan 
mampu  menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen 
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan 
Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba (P4GN).” 
b. Misi  
Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan 
Instansi Swasta di Riau melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan kerjasama di bidang 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif”.50 
 
C. Logo BNNP Riau 
 
Gambar 4.1 Logo BNNP Riau 
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D. Program Kerja BNNP Riau 
Program yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional 
yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi yaitu 
“Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba”. Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan 
yang menjadi prioritas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi, yaitu 
“Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan, 




 Indikator kinerja utama program ini adalah sebagai berikut:  
a. Jumlah siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang bersikap 
menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. 
b. Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang melaksanakan kebijakan 
Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN). 
c. Jumlah siswa menengah, mahasiswa dan pekerja sebagai kader anti 
Narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkoba. 
d. Jumlah lingkungan pendidikan (Sekolah Menengah dan kampus) dan 
lingkungan kerja bebas Narkoba. 
e. Jumlah lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan dan 
pedesaan yang diberdayakan alternative. 
f. Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang melapor di 
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) BNN Provinsi Riau.  
g. Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang dijangkau 
layanan terapi dan rehabilitasi. 
h. Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang 
terungkap. 
i. Jumlah sel jaringan peredaran gelap Narkoba yang terungkap. 
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j. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan 
yang disusun. 
k. Jumlah Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNN Provinsi Riau 
yang dilaksanakan. 
l. Jumlah unit logistik pendukung pelaksanaan tugas BNNP yang 
diadakan. 
m. Jumlah bulan layanan dukungan manajemen operasional unit kerja. 
Pencapaian indikator kinerja utama tersebut dilakukan melalui 
kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup Program P4GN/Program 
Teknis. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 
a. Wahana Diseminasi Informasi P4GN. 
b. Instansi Pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN. 
c. Instansi Swasta yang diadvokasi bidang P4GN. 
d. Kader Anti Narkoba yang terbentuk. 
e. Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN. 
f. Lingkungan Kerja yang diberdayakan bidang P4GN. 
g. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang 
diberdayakan alternatif. 
h. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah pedesaan yang diberdayakan 
alternatif. 
i. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang melapor di IPWL 
BNNP. 
j. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang dijangkau layanan terapi 
dan rehabilitasi. 
k. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan (LKN). 
l. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21). 
m. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang 
diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21). 
n. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja. 
o. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNNP yang dilaksanakan. 
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p. Layanan Perkantoran.52 
Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP Riau  dalam 
rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara 
lain, :  
1. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan  
a. Pementasan Pagelaran Seni Budaya P4GN. 
b. Expo Budaya. 
c. Ikrar Bujang Dara Anti Narkoba. 
d. Talk Show P4GN di Radio dan TV Lokal. 
e. Forum Group Discussion (FGD) Tentang P4GN. 
f. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 
2011 di lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah. 
g. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 
2011 di lingkungan Instansi Swasta di Daerah. 
h. Pembentukan Kader Anti Narkoba. 
 
2. Komponen Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
a. Peran serta siswa dan mahasiswa  dalam ciptakan  Kampus dan 
Sekolah bebas Narkoba. 
b. Peran serta pekerja  dalam ciptakan  lingkungan kerja bebas 
Narkoba. 
c. Lingkungan Masyarakat di daerah perkotaan yang diberdayakan 
alternatif. 
d. Pengantaran penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba ke tempat 
rehabilitasi. 
e. Pelaksanaan Pendampingan pascarehabilitasi terhadap 
penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba. 
3. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan  
a. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan. 
b. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21). 
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c. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang 
diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21). 
4.  Komponen Kegiatan Bagian Tata Usaha  
a. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja. 
b. Layanan Dukungan Manajemen Operasional Unit Kerja. 
c. Layanan Perkantoran.53 
 
E. Tugas dan Fungsi Bidang  
1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Pada Pasal 10 Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN 
di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah 
Provinsi. 
 
Dalam Pasal 11 Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, 
dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;  
b. penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di 
bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;  
c. penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan 
alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam 
wilayah Provinsi  
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di 
bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada 
BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan  
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e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah 
Provinsi.  
Pada pasal 12 Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat terdiri atas:  
1) Seksi Pencegahan; dan  
2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.  
Pada pasal 13 a. Seksi Pencegahan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan 
rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi 
informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN 
kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
pencegahan dalam wilayah Provinsi. b. Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana 
kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan 
alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada 
BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. 
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2. Bidang Rehabilitas  
Pasal 14 Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. 
 Pada pasal 15 Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :  
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, 
dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam 
wilayah Provinsi;  
b. penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu 
narkotika dalam wilayah Provinsi;  
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c. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau 
pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;  
d. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan 
pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna 
dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;  
e. penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat 
dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu 
narkotika dalam wilayah Provinsi; dan  
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di 
bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; 
dan  
g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.  
Pasal 16 Bidang Rehabilitasi terdiri atas :  
1) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi; dan  
2) Seksi Pascarehabilitasi.  
Pasal 17 a. Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi 
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, 
asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan 
kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan 
teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan 
pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi. b. Seksi Pascarehabilitasi 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi 
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, 
peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan 
pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan 
perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada 
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3. Bidang Pemberantasan 
Pasal 18 Bidang Pemberantasan mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam 
wilayah Provinsi.  
Pasal 19 Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 
dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam 
wilayah Provinsi;  
b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan 
kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika 
dalam wilayah Provinsi;  
c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen 
teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk 
dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah 
Provinsi;  
d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan 
terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan 
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol dalam wilayah Provinsi;  
e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana 
pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam 
wilayah Provinsi;  
f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai 
pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;  
g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti 
dalam wilayah Provinsi;  
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h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di 
bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah 
Provinsi; dan  
i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 
pemberantasan dalam wilayah Provinsi. 
Pasal 20 Bidang Pemberantasan terdiri atas:  
1) Seksi Intelijen;  
2) Seksi Penyidikan; dan  
3) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. 
Pasal 21 a. Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 
dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan 
intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan 
produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN 
kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam 
wilayah Provinsi. b. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 
dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan 
penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, penyidikan tindak 
pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika, pengawasan distribusi prekursor sampai pada 
pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada 
BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah 
Provinsi. c. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi 
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, 
pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi 
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Standar kinerja dari aspek tugas deputi bidang pemberantasan 
sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, bagian Keenam 
Deputi Bidang Pemberantasan Pasal 19 terdiri dari 9 langkah sebagai 
berikut:  
1. Ka BNN Provinsi memerintahkan kepada Kasatgas I untuk 
melaksanakan operasi bersama Tim Satgas Gabungan.  
2. Kasatagas I memerintahkan 2 (dua) orang personel Satgas I untuk 
mengecek dan memantau situasi, kondisi serta kegiatan para 
pengunjung di lokasi target operasi dan sekitanya, dan melaporkan 
perkembangan situasi dan kondisi di lokasi target operasi kepada 
Ka. Satgas I  
3. Kasatgas I setelah mendapat laporan dari Tim Satgas I mengenai 
situasi dan kondisi selanjutnya memerintahkan Tim Satgas 
Gabungan melanjutkan operasi sesuai dengan arahan Ka BNN 
Provinsi Riau dengan menggunakan sprin, rompi, mobil test urin, 
mobil operasional dan senter dengan waktu kurang lebih 60 (enam 
puluh) menit dengan target sebanyak 20 (dua puluh) orang pecandu 
dan 1 orang pengedar.  
4. Tim Satgas Gabungan memeriksa identitas, menggeledah badan, 
barang bawaan dan area sekitar tempat duduk pengunjung yang ada 
dilokasi dengan menggunakan sprin, kelengkapan tes urin, sarung 
tangan, mobil tes urin dengan waktu kurang lebih 60 (enam puluh) 
menit dengan target 20 (dua puluh) orang pecandu, dan 1 (satu) 
orang pengedar.  
5. Tim Satgas II dari Tim Satgas Gabungan melakukan test urine 
terhadap pengunjung di lokasi operasi dan mengamankan 
pengunjung yang diduga positif mengkomsumsi narkotika dengan 
membawa sprin, kelengkapan test urin, sarung tangan, mobil urin 
dengan waktu kurang lebih 60(enam puluh) menit dengan target 
sebanyak 20 (dua puluh) orang percandu dan selanjutnya 
mengamankan serta melaporkan hasilnya kepada Kasatgas II.  
45 
 
6. Pengunjung yang tertangkap tangan membawa narkotika serta 
pengunjung yang tidak memiliki identitas diri diamankan terpisah 
berikut barang bukti dengan membawa peralatan sprin, borgol, 
mobil operasional dengan waktu kurang lebih selama 60 (enam 
puluh) menit dengan target 1 (satu) orang pengedar dan kemudian 
periksa oleh penyidik dari Tim Satgas I di posko Penyidik untuk 
proses penyidikan lebih lanjut di kantor BNN Provinsi dan 
melaporkan hasilnya kepada Kasatgas I  
7. Pengunjung yang diduga positif mengkomsumsi narkobadidata oelh 
Tim Satgas III untuk dilakukan assessment guna menentukan 
tindakan selanjutnya serta melaporkan hasilnya kepada Kasatgas III 
dengan membawa peralatan camera, buku data pecandu, ruang 
assessment dengan waktu kurang lebih 120 (seratus dua puluh) 
menit dengan target 20 (dua puluh) orang pecandu dirawat 
inap/rawat jalan.  
8. Kasatgas I, II dan III melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada 
Ka BNN Provinsi dan dilakukan anev kegiatan operasi yang telah 
selesai dilaksanakan dengan membawa aporan pelaksanaan 
kegiatan kerja yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 60 
(enam puluh) menit dan menyerahkan laporan.  
9. Pengarsipan data laporan yang meliputi arsip laporan dengan waktu 
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F. Struktur Organisasi BNNP Riau 
Struktur Organisasi 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
KA BNNP RIAU 
Drs. UNTUNG SUBAGYO 
KABAG UMUM 
IWAN KURNIAWAN H, S.IP., MT 
KASUBAG ADMINITRASI 
JULIANDRI EKA P, SH 
KASUBAG PERENCANAAN 
CAESAR RIZKI IP, S.Kom 
KASUBAG SARPRAS 
EKO OKTAVIADI, SH 
KABID PEMBERANTAS 
IWAN EKA PUTRA, S.Ik 
Plt KABID P2M 
HALDUN SH, MH 
Plt KABID REHABILITAS 
BETTY OKTAVIANI, S.Farm., Apt 
KASI PENYIDIKKAN 
KHODIRIN, SH., MH 
KASI PENCEGAHAN 
DINA FITRIANA LUBIS, S.Sos 
KASI PLR 

















Setelah data di sajikan dan di analisis, kemudian dapat di 
simpulkan perencanaan pegawai BNNP Riau dalam menghadapi pensiun 
di uraikan dengan beberapa jenis perencanaan diantaranya adalah. 
1. Perencanaan Ekonomi 
Perencanaan ekonomi ini yaitu tentang bagaimana pengolahan 
secara keuangan oleh pegawai di BNNP Riau dalam menghadapi 
pensiun. Dengan adanya perencanaan ekonomi berupa simpanan, bekal 
dan merencanakan membuka bisnis, yang akan menjadi kesiapan untuk 
masa yang akan datang. Sehingga pegawai yang akan pensiun ini dapat 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang cukup untuk kedepannya. 
2. Perencanaan Psikologi 
Tidak adanya rasa post power syndrome pada diri pegawai BNNP 
Riau ini, lebih berfikir positif dan merasa bahwa itu adalah yang 
terbaik untuknya. 
3. Perencanaan Sosial 
Sudah melakukan komunikasi terhadap keluarga dan kerabat-
kerabat dekat tentang kondisi sesuatu yang akan terjadi. Keluarga 
saling mensuport dengan keputusan pensiunnya pada pegawai BNNP 
Riau.  
4. Perencanaan Fisik 
Dalam perencanaan fisik ini pegawai yang akan pensiun 
melakukan sebuah perencanaan dengan mengikuti kegiatan 
berolahraga secara rutin, menjaga pola hidup sehat yang lebih baik 
lagi.  
Kesejahteraan pegawai dalam bentuk pensiun dapat dipandang 
sebagai hak pegawai, dan dapat dianggap sebagai penghasilan atau gaji 
yang ditangguhkan. Dan kesejahteraan tersebut untuk pegawai yang 
akan pensiun agar beristirahat dalam pekerjaannya dan lebih 
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memfokuskan untuk lebih banyak beribadah dan melakukan amalan 
sholeh. 
Perencanaan pensiun yang di lakukan oleh pegawai dengan posisi 
sebagai Kabid P2M (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu dengan 
melakukan sebuah rencana dalam berbagai macam bentuk-bentuk jenis 
dari perencanaan-perencanaan yang akan di lakukannya ketika akan 
pensiun nanti. Adapun tahapan perencanaan untuk pegawai yang akan 
menghadapi pensiun  yaitu perencanaan ekonomi, perencanaan 
psikologi, perencanaan sosial dan perencanaan fisik. Secara 
keseluruhan bisa di katakan perencanaan pegawai BNNP Riau dalam 
menghadapi pensiun.  
 
B. Saran 
Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan 
permasalahan dan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan 
beberapa saran. 
1. Di harapkan kepada pemerintah provinsi riau untuk memberikan 
apresiasi kepada calon-calon pegawai yang akan pensiun atas jasa dan 
kinerjanya untuk Negara dan memberikan uang tunjangan kepada 
pegawai menjelang pensiun. 
2. Pegawai BNNP Riau yang akan pensiun seharusnya mempersiapkan 
pengganti posisinya untuk yang akan datang. Sehingga tidak terulang 
kembali seperti kejadian yang lalu, membuat anggota di bidang P2M 
ini menjadi kebingunan dan tidak terstruktur lagi.  
Selanjutnya. Penulis berharap ada kritik serta saran yang membangun 
serta adanya tindakan lanjut dari penelitian ini. Penulis sangat berharap 
bahwa skripsi yang singkat ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan 
evaluasi serta pedoman bagi semua pihak  untuk yang kan menghadapi 
pensiun pada pegawai negeri sipil. 
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1. Ekonomi a. Meliputi perencanaan secara keuangan atau 
bagaimana mengelola keuangan untuk pensiun. 
b. Menanyakan gaji yang masih bekerja dan gaji 
yang sudah pensiun. 
Observasi Wawancara 
 2. Psikologis a. Perasaan post power syndrome pada pegawai 
pensiun. 
b. Perasaan pegawai pensiun dengan sesuatu yang 
terjadi. 
Observasi Wawancara 
 3. Sosial a. Berkait dengan membangun dukungan sosial 
(termasuk keluarga dan lingkungan saat 
menghadapi pensiun). 
b. Kegiatan untuk menggantikan kesibukan setelah 
pensiun 
Observasi Wawancara 
 4. Fisik a. Perencanaan dengan mengikuti kegiatan 
olaharag dengan rutin 












1. Bapak sudah bekerja dari tahun berapa? 
2. Kira-kira berapa usia pegawai BNNP Riau ini bisa pensiun? 
3. Bagaimana perencanaan bapak secara keuangan 
a. Berapa gaji bapak sekarang yang masih bekerja di BNNP Riau ini? 
b. Gaji pensiun berapa? 
c. Apakah tercukupi dari gaji kehidupan keluarga? 
Ya, alasannya 
Tidak, alasannya 
4. Bagaimana mengelola gaji untuk kedepannya? 
5. Ada perasaan-perasaan post power syndrome yang bapak miliki ketika 
menghadapi pensiun? 
a. Kalau ada, apa yang bapak lakukan? 
b. Bagaimana perasaan bapak? 
6. Apakah keluarga mengetahui bahwasannya setahun lagi bapak mau pensiun, 
bagaimana tanggapan mereka? 
a. Anak 
b. Istri 
7. Apa aktivitas yang menggantikan kesibukan bapak ketika tidak bekerja 
dikantor lagi? 
8. Adakah bapak memiliki gangguan kesehatan? 
9. Apakah bapak masih ada tanggungan terkait pembiayaan sekolah anak bapak? 
10. Bagaimana peningkatan kerja bapak selama bekerja di BNNP Riau? 
11. Apakah ada pembinaan seperti program kegiatan pelatihan yang di berikan 
oleh BNNP Riau untuk pegawai yang menghadapi pensiun? 
  
12. Apakah bapak sudah menyiapkan anggota keluarga untuk menyesuaikan gaya 
hidup baru yang jauh berbeda ini? 
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